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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the asset management of operational
service vehicles in the Palembang City Government managed by the Regional
Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Palembang City. This research
departs from the problems that are still found in the process of inventorying, securing,
and monitoring and controlling operational service vehicle assets. This research uses
a qualitative approach with the concept of Asset Management Flow by Siregar (2004),
which includes five main aspects: Asset Inventory, Legal Audit, Asset Valuation, Asset
Optimization, and Asset Supervision and Control. Data were obtained through
interviews, observations, and documentation studies. The results show that the
management of operational service vehicle assets still faces coordination challenges
between BPKAD as the manager and SKPD as the asset user. Therefore, increased
synergy and coordination mechanisms between agencies are needed to optimize the
utilization and control of regional assets.

Keywords: Asset, Management, BMD, Vehicle, Operational
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis manajemen aset kendaraan dinas
operasional di Pemerintah Kota Palembang yang dikelola oleh Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Penelitian ini berangkat dari
permasalahan yang masih ditemukan dalam proses inventarisasi, pengamanan, serta
pengawasan dan pengendalian aset kendaraan dinas operasional. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep Alur Manajemen Aset oleh Siregar
(2004), yang mencakup lima aspek utama: Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian
Aset, Optimalisasi Aset, serta Pengawasan dan Pengendalian Aset. Data diperoleh
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengelolaan aset kendaraan dinas operasional masih menghadapi tantangan
koordinasi antara BPKAD sebagai pengelola dan SKPD sebagai pengguna aset. Oleh
karena itu, peningkatan sinergi dan mekanisme koordinasi antarinstansi diperlukan
guna mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian aset daerah.

Kata kunci: : Aset, Manajemen, BMD, Kendaraan, Operasional
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manajemen Aset merupakan serangkaian keputusan untuk mengelola suatu
kekayaan secara efisien dan efektif, hal ini termasuk meminimalkan biaya
kepemilikan, memaksimalkan penggunaan aset dan memaksimalkan ketersediaan.
Pada dasarnya, manajemen aset merupakan tindakan dalam mengelola aset untuk
memastikan bahwa setiap aset tetap hidup dan menghasilkan manfaat yang sebesar-

besarnya dengan biaya sekecil mungkin (Herlinda, 2020).

Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu
pengelolaan di lingkungan pemerintahan daerah, guna mendukung pelaksanaan
pemerintah daerah yang akuntabel, efektif, tertib, efisien, dan maka diperlukan

adanya pengelolaan Barang Milik Daerah.

Permendagri No. 17 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset daerah merupakan
barang daerah. Barang daerah sendiri merupakan segala bentuk kekayaan dalam
daerah yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang

termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali surat dan surat berharga lainnya.

Menerapkan pengelolaan Barang Milik Daerah tidaklah mudah karena nilai

dan jumlah Barang Milik Daerah yang sangat besar, serta cakupan keberadaannya



yang sangat luas menjadi tantangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
(Syaifudin et al, 2020). Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah di atur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah dalam peraturan tersebut disebutkan pada Pasal 2 bahwa: 1)
Pemanfaatan; 2) Pengamanan dan pemeliharaan; 3) Penilaian; 4)
Pemindahtanganan; 5) Pemusnahan; 6) Penghapusan; 7) Penatausahaan ; 8)
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Merupakan bagian dari pengelolaan

barang milik daerah yang berkesinambungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh et al (2023) menunjukan hasil
bahwa Barang Milik Daerah akan terpengaruh bila proses inventarisasi tidak
berjalan sesuai permendagri. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lahada (2021)
menunjukan hasil bahwa apabila pengamanan aset kurang maksimal maka akan
mempengaruhi manajemen aset. Penelitian yang juga dilakukan oleh Susiloadi
(2023) yang mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting
dalam manajemen aset daerah. Pendapat lain oleh Lumingkewas & Supit (2023)
yang mengatakan bahwa penyusunan RKBMD lah yang menjadi hal utama dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik, sedangkan penelitian oleh Tua &
Sujianto (2023) menemukan bahwa pengelolaan barang milik daerah tergantung

pada kualitas sumber daya manusia yang ahli.

Permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah (municipal asset
management) adalah proses administrasi yang tidak tertib dalam pengendalian
inventarisasi aset (Wardhana, 2020). Inventarisasi merupakan unsur penting dalam
proses pengelolaan Barang Milik Daerah. Inventarisasi dapat dikatakan sebagai

pangkal dari pengelolaan barang, dimana inventarisasi memuat kegiatan atau



tindakan dalam melakukan penghitungan fisik barang milik daerah, memperkuat
keyakinan kebenaran kepemilikan, dan menilai kondisi barang daerah dengan

wajar.

Proses pengelolaan aset tidak hanya dilakukan begitu saja, akan tetapi juga
dipertanggungjawabkan kebenaran datanya dalam Laporan Hasil Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) dimana laporan ini akan diserahkan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan proses penilaian dari LKPD setiap
daerah. Sistem Penilaian laporan dilakukan oleh tim penilai sekaligus tim
pemeriksa. Hasil penilaian yang diberikan BPK dikenal dengan nama Opini Badan

Pemeriksa Keuangan.

Penilaian Opini BPK terhadap pertanggungjawaban pengelolaan aset daerah
ini telah berlangsung sejak tahun 2004. Kota Palembang merupakan salah satu yang
memberikan laporan tersebut kepada BPK, dalam kurun 2 tahun terakhir Kota
Palembang mengalami peningkatan penilaian opini (LKPD), pada tahun 2022 Kota
Palembang mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun
2023 berhasil mengalami kenaikan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Meski penilaian Kota Palembang sudah mendapatkan nilai Wajar Tanpa
Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan belumlah cukup
membuktikan manajemen aset Kota Palembang sudah baik, hal ini dikarenakan
BPK hanya memeriksa dari segi laporan keuangannya saja. Sam halnya kendaraan
dinas, BPK hanya melihat data rekapitulasi keuangan dari aset berupa kendaraan

dinas tersebut.



Kendaraan Dinas sendiri adalah kendaraan bermotor yang merupakan
bagian dari Barang Milik Daerah/Negara kendaraan tersebut digunakan oleh
Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , dan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang
diembannya. Pemerintah Daerah melakukan pengadaan kendaraan dinas Jabatan
dan Kendaraan Operasional untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah
yang terdiri dari kendaraan dinas Pejabat, Kendaraan Dinas Operasional

Kantor/lapangan dan kendaraan dinas Bus.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang
merupakan instansi pemerintah daerah yang secara keutuhan bertanggung jawab
dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk kendaraan dinas operasional.
Pada tahun 2023 Kota Palembang memiliki total kendaraan dinas operasional

sebanyak tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima kendaraan, dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 1. Total Kendaraan Dinas Kota Palembang Tahun 2023
Klasifikasi Keterangan Jumlah
Kendaraan Dinas Roda 2 | Motor 1935
Kendaraan Dinas Roda 3 | Bemo, Bentor 75
Kendaraan Dinas Roda 4 | Mobil Dinas, Ambulance, 1265
Minibus

Sumber:Diolah penulis dari data Penatausahaan Aset (BPKAD) 2023

Berdasarkan hasil observasi awal dan data yang ditemukan oleh peneliti pada

27 Agustus 2024, di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota



Palembang, peneliti menemukan masalah penting untuk mendukung penelitian ini,

yaitu:

Permasalahan administrasi dalam kegiatan inventarisasi dan koordinasi

dalam proses legal audit pengamanan kendaraan dinas operasional Pemerintah

Kota Palembang yang kurang berjalan dengan baik.

Tabel 2. Kendaraan Dinas Operasional Ubah Kondisi Tahun 2023 Kota

Palembang

Nama SKPD Nama Barang Kondisi
Dispendukcapil Sepeda Motor Rusak
Dinas Kesehatan Sepeda Motor Rusak
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sepeda Motor Rusak
Berencana
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Mobil Jenazah Rusak
Permukiman
Kecamatan Ilir Timur Satu Sepeda Motor Rusak
Kecamatan Ilir Timur Tiga Sepeda Motor Rusak
Kecamatan Jakabaring Sepeda Motor Rusak
Kecamatan Seberang Ulu Satu Mobil Jenazah Rusak
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang | Mobil Ambulance Rusak
BARI
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Mobil Jenazah Rusak
BARI
Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Mini Bus Rusak
BARI
Kesatuan Pol PP Kota Palembang Sepeda Motor Rusak

Sumber:Diolah penulis dari data Penatausahaan Aset (BPKAD) 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Meriyati, selaku Analis Kebijakan

Bidang Penatausahaan Aset pada BPKAD Kota Palembang, serta data kendaraan



dinas operasional tahun 2023, ditemukan bahwa terdapat dua belas kendaraan dinas
dalam kondisi rusak berat. Namun, angka ini hanya mencerminkan sebagian kecil
dari total kendaraan dinas yang mengalami perubahan kondisi fisik. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendaraan dinas yang mengalami
perubahan fisik tanpa adanya pelaporan resmi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) kepada bagian inventarisasi aset BPKAD. Akibatnya, data pencatatan aset
menjadi tidak lengkap dan tidak mencerminkan kondisi aktual kendaraan dinas

yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang.

Ketiadaan laporan administrasi perubahan kondisi fisik kendaraan ini
berdampak langsung pada efektivitas manajemen aset daerah. Dalam sistem
pengelolaan aset, inventarisasi merupakan tahap awal yang berfungsi untuk
memastikan bahwa seluruh aset tercatat dengan benar, baik dari segi jumlah,
kondisi, maupun nilai aset tersebut. Ketidaksesuaian antara data administrasi
dengan kondisi di lapangan dapat menghambat proses perencanaan pemeliharaan,
penghapusan, maupun optimalisasi aset kendaraan dinas. Selain itu, kurangnya
koordinasi antara SKPD sebagai pengguna aset dan BPKAD sebagai pengelola aset
memperburuk permasalahan pencatatan ini, sehingga berpotensi menimbulkan

inefisiensi dalam penggunaan kendaraan dinas.

Selain permasalahan dalam inventarisasi fisik kendaraan, terdapat pula
kendala terkait pengamanan legalitas kepemilikan kendaraan bermotor dinas.
Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa masih
terdapat SKPD yang belum menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
(BPKB) kepada BPKAD selaku pengelola aset daerah. Padahal, keberadaan BPKB

sangat penting dalam menjamin legalitas kepemilikan aset kendaraan dinas dan



menjadi bagian dari proses legal audit serta inventarisasi yuridis yang dilakukan

oleh BPKAD.

Keterlambatan atau ketidaktertiban dalam penyerahan dokumen kepemilikan
ini menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pertama, proses audit legal yang
bertujuan untuk memastikan bahwa aset kendaraan memiliki status hukum yang
jelas menjadi terhambat. Kedua, tanpa adanya BPKB di bawah kendali pengelola
aset, risiko kehilangan atau penyalahgunaan kendaraan dinas menjadi lebih besar,
baik dalam bentuk penggunaan yang tidak sesuai ketentuan maupun potensi
kepemilikan ganda yang tidak tercatat dalam sistem inventarisasi. Ketiga, hambatan
dalam inventarisasi yuridis berimplikasi pada kesulitan dalam proses penghapusan
atau pemindahtanganan aset di kemudian hari, karena status hukum kendaraan tidak

dapat diverifikasi dengan cepat dan akurat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk memperoleh
gambaran lebih jauh tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Kota
Palembang. Maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah
"Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Manajemen Aset Kendaraan Dinas
Operasional Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Palembang?.



1.3. Tujuan

Didasari oleh rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijabarkan, hasil

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan
pemahaman tentang Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, serta sebagai bahan
pengembangan teoritis ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi

publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai media informasi
tambahan mengenai Manajemen Aset Kendaraan Dinas Operasional Oleh Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.
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